
4. Undang-Undaag Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495): 

3. Undang-Undang Namer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Namer 5494); 

l. Undang-Undang Namer 13 Tahun 1950 tentang 
Pernbentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Namer 12 Tahun 2011 Lentang 
Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82. 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Tara Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian 
Perangkai Desa; 

a. bahwa untuk melaksanakan ketenruan Pasal 15 ayat (3), 
Pasal 20 dan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Daerah 
Kabupaten Jepara Namer 10 Tahun 2016 tentang 
Pcngangkatan dan Pernberhentian Perangkat Desa, rnaka 
perlu rncngarur Tata Cara Pengangkatan dan 
Pernberhernian Perangkal Desa yang ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati; 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN 
PEMBERH:ENTIAN PERANGKAT DESA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 36 'l'AHUN 2016 

TENTANG 

PROVTNSI JAWA TENGAH 

BUPATI JEPARA 

Mengmgat 

Mcni.mbang 



Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan: 
l. Daerah adalah Kabupaten Jepara. 
2. Bupati adalah Bupati Jepara. 
3. Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemeri.ntahan Daerah yang memirnpin pelaksanaan urusan pemerintaban 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Carnat. 
5. Carnal adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 1 

BAB I 
lCETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG l'EDOMAN TATA CARA 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTI.AN PERANGKAT DESA 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

8. Peraruran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten .Jepara 
Nomor 9); 

9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tabun 2016 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintab Desa 
(Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 26); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan clan Pemberhentian Perangkai Desa 
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali dlubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraruran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tcntang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana Lelah 
dlubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 
2015 tentang Perubaban Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraruran Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 5717); 



I 
' 

(I) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa. maka rugas 
Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Togas 
dipriorlt.askan dari Peraagkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur 
yang sama atau dari Perangkat Desayang lain. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Lowongan Jabatan Perangkat Desa 

LOWONGAN DAN PENATAAN JABATAN PERANGKAT DESA 

BAB u 

6. Cesa adalah kesaman masyarakat huk'UJII yang memiliki batas wilayab yang 
berweriang unruk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul. dan/atau hak tradisional yang cliakui dan dihorrnati dalarn sistem 
pemermtahan Negara Kesaruan Republik Indonesia, 

7 Peroenntahan Dcsa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat seternpat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesaruan Republik Indonesia. 

8. Pemerintah Dcsa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur 
penyclenggara Pemerintahan Desa. 

9. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah 
Desa yang mempuayai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan rnelaksanakan tugas dari 
Pemerintah dan Pemerintah Dacrah. 

10. Sekretaris Desa yang selanjutnya discbut carik adalab Sekretaris Desa di 
Kabupatcn .Iepara. 

11. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pcrnerintahan Desa adalah satu sistem 
dalam kelembagaan dalam pengaruran lugas dan Iungsi serta hubungan 
kerja. 

12. Badan Pennusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pernerintahan yang anggotanya 
rnerupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan kcterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis. 

I 3. Perangkai Desa adalah unsur slaf yang rnembanru Petinggi dalam 
pcnyusunan kebijakan dan koordinasi yang cliwadahi dalam Sekretariat 
Desa, clan unsur pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan 
yang diwadahi dalam bentuk pelaksana tcknis dan unsur kewilayahan. 

l4. Pengisian Lowongan Perangkat Desa adalab kegiatan pengisian Perangkat 
Desa melalui proses pengangkatan yang meliputi kegiaian penjaringan, 
penyaringan, pengangkatan dan pelantikan Calon Perangkat Desa menjadi 
Perangkat Desa. 

15. Calon Perangkat Desa yang selanjumya disebut Calon adalah Baka! Calon 
Perangkat Desa setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi telah 
rnernenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa. 

16. Panitia Pengisian Lowongan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut 
Panitia Pengisian Perangkat Dcsa adalah Paniria yang melaksanakan 
kegiatan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat, Desa menjadi 
Perangkat Dcsa. 

17. Penjaringan adalah kegiaran yang dilakukan oleh Panitia Pengisian 
Perangkat Desa mulai dari pengurnurnan sampai dengan pendaftaran Bakal 
Calon Perangkat Desa. 

18. Pcnyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleb Panitia Pengisian 
Perangkat Desa berupa pcnelitian adrninistrasl dan ujian penyaringan. 



. ~- 

Penalaan jabatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai 
bcrikut : 
a. Petinggl mclakukan kousultasl dengan Camat mengenai rencana penataan 

personil dan penataan Jabatan Perangkat Desa; 
b. kcnsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam bentuk tertulis dari 

Pelinggi kepada Camat dilengkapi dengan draft daftar nama dan jabatan 
Perangkat Desa yang akan ditata / dirnutasi dlscrtal dengan alasan: 

c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mcngenai penaiaan 
personil dan pcnataan jabatan Perangkat Desa yang Lelah dlkonsulrasikan 
oleh Petinggi; 

d rckomendasi tertulis Ca.mat sebagairnana dimaksud huruf c, dapat 
menaubah draft daftar nama dao jabatan Perangkat Oesa yang akan ditata / 
dimutas, oleh Petinggl; 

e, sebagai dasar pemberian rekomendasi tertulis, Carnal dapat melakukan fit 
mw.pn;;pt~ test terhadap Perangkat Desa yang akan diiara / ,cllmiuasi _ 

.Qo·1-£.:11!1..,._ 

Pasal 5 

(1) Penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa dapal 
dilaksanakan dengan tujuan untuk efektifitas, eflsiensl, penyegaran 
organisasi, pernbinaan. dan pengembangan karier Perangkat Desa. 

(2) Periataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l] dengan mcmperhatikan aspek kinerja clan 
kemampuan manajer:ial Perangkal Desa. 

(3) Penacaan personll dan penataan jabatan Perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayal (1) dapat dilaksanakan untuk semua jabatan 
Perangkat Desa kecuali untuk jabatan Carik defirritif, 

(4) Setelah rnelakukan penataan personil dan penataan jabatan Perangkat 
Desa, Petinggi mclantik Perangkat Desa yang bersangkutan dengan 
mengucapkan sumpah/janji sesuai ketentuan perundang-undangan yang 
bcrlaku. 

(5) Pel inggi tidak boleh melakukan penaraan Perangkat Desa dan tidak boleh 
melakukan pengangkatan Perangkat Desa baru, terhitung 6 (enam) buJan 
sebclurn bcrakhirnya masa jabatan dan 6 (enam) bulan sesudah 
pelantlkan. 

Pasal4 

Bagian Kedua 
Periataan Jabatan Perangkat Desa 

Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa dllaksanalcan dengan berpedoman 
pada Peraturan Desa yang rnengarur Susunan Organlsasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Desa, dan mcmpcrt:i.mbangkan kebutuhan dan kemampuan 
keuangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
bcrlaku. 

Pasa13 

12) Pelaksana rugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Petinggi dengan Surat Penntah Togas yang ternbusannya disampaikan 
kepada Bupati melalui Cam.al paling lambat 7 [rujuh] hari terhitung sejak 
tanggal surat penugasan. 

(31 Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-larnbatnya 2 (dua) 
bulan sejak Perangkal Desa yang bersangkutan berhenti. 

(4) Dalam hal pengisian jabatan Perangkat Desa melebihi waktu 2 (dua) bulan 
sebagaimana ctimalcsud pada ayat [3). rnaka Petinggi harus mendapatkan 
izin rertulis dari Carnal. 



( l) Dalrun rangka penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa 
dibentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan 
Keputusan Peringgi. 

(2) Paniria Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) 
terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga kemasyarakatan Desa dan 
l{ecamatan. 

(3) Panltia Pengisian Perangkat Desa berjumlah ganjil sebanyak-banyaknya 
berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan susunan Panitia terdiri dari seorang 
kerua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota. 

(4) Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pcngisian Perangkat 
Desa. 

(51 Dalam mela.ksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dima.ksud pada ayat 
(I), bertanggungjawab kepada Petinggi. 

(6) Tugas dan lungs! Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) ditelapkan dengan Keputusan Petinggi. 

(7) Togas dan fungsi Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) adalah sebagai berikut : 
a. merencanakan dan me.laksanakan kegiaran pengisian Perangkat Desa; 
b. mcrencanakan dan mengajukan biaya pengisian Perangkat Desa 

kepada Petinggi; 
c. rnelakukan penjaringan dsn penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa. 
d. meneruna pendaftSl:an dan melakukan pe:nelician persyaratan 

administraSi Ba.1<3.. Calo:1 Perangkal Desa; 

Pasal 7 

(1) Petinggl mcmberitahukan secara tertulis kepada Camat tentang rencana 
akan dilakukannya pengisian Perangkat Desa dan rnohon personil dari 
unsur kecamatan yang akan duduk dalam kepanitiaan pengisian 
Perangkat Desa, 

(2) Sural Petinggl sebagaimana dlmaksud pada huruf a, akan dikaji oleh 
Camat dengan mendasarkan pada Perdes SOTK Perneriru.ah Desa yang 
bersangkutan dan perlu tidaknya dilakukan pengisisan Perangkal Desa. 

(3) Hasil kajian Camat dalam bentuk tertulis dapat berupa persetujuan atau 
penolakan rencana pengisian Perangkat Desa yang disampaikan kepada 
Petinggi. 

(4) Dalam hal hasll kajian certulis Camat berupa penolakan, maka Petinggi 
tidak dapai melakukan pengisian Perangkat Desa. 

(5) Dalarn hal basil kajian tertulis Ca:mat berupa persetujuan, maka Petinggi 
segera rncmbenruk Panitia Pengisian Perangkat Desa yang akan 
melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa. 

(6) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa 
dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah personil/jabatan 
Perangkat Desa kosong. 

Pasal 6 

Bagian I<esaru 
Persia pan 

PENGISIAN PERI\NGKAT DESA 

BAB ill 

L rekomcndasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Petinggi dalam penataan 
personil dan penat.aan jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Petinggl; 

g. dalam hal rekomendasi tertulis Camat bensi penolakan. Petinggi tidak dapat 
melakukan penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa. 



(1) Calon Perangkat Desa adalah Warga Negara Indonesia yang harus 
rnerncnuhi persyaratan urnum maupun persyararan khusus. 

(2) Pe:rsyaratan umum sebagaimana yang diauir pada ayat [I] adalah sebagai 
berikui : 
a. berraqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. me.megang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasa.r 

Negara Republik lndonesia Tahun 1945, mempertahankan dan 
rnemelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
Bhinneka Tunggal tka: 

c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Urnurn atau yang 
sedcrajat/ setara; 

d. mengisi daftar riwayat hidup; 
e. berusia 20 (dua puluh] tahun sarnpai dengan 42 (empat puluh dua) 

tahun pada saat pcndaftaran; 
r. bersedia dicalonkan mcnjadi Pera.ngkal Desa; 
g, tidak pemah dihukurn karena rnelakukan tindak pidana kejahatan 

dengan bukuman paling singkat 5 (lima) tahun; 
h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan kcputusan pengadllan yang 

rnernpunyai kekuatan hukum tetap; 
L terdaftar sebagai penduduk Desa dan berternpat tinggal di Desa 

sctempat: 
J. sehat jasma.ni dan rohani; 
k. berkelakuan baik; 
I. bagi calon dari Perangkat Desa, TNI/Polli, PNS dan Pegawai 

BUl\ilD/BUMN disamping harus mernenuhi syarat sebagaimana 
dlmaksud pada huruf a sampai dengan huruf k. juga harus 
rnendapatkan izin tenuUs/perselujuan darl atasannya yang be.rwenang 
untuk lru, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 9 

Paragraf l 
Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

(1) Panitia Pengisian harus mempunyai inregritas yang tinggi, jujur, bertindak 
tegas dalam melaksanakan tugas dan tidak dibenarkan memihak kepada 
salah seorang Calon Perangkat Desa. 

(2) Panitia Pengisian senamiasa berpegang teguh dan berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 8 

e melaporkan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal. Caton 
kepada Pctinggi unruk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa; 

f. melaksanakan ujian penyaringan Calon Perangkai Desa; 
g. menyampaikan basil ujian penyaringan Calon Perangkat Dess keparla 

Petinggi; 
h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengisian 

Perangkai. Desa kepada Peringgi dengan tembusan Ca.mat. 
(8) Contob format Keputusan Petinggi teniang Perobentukan Panitia Pengisian 

Perangkat Desa adalah sebagaimana tercantum da)am Lampiran I yang 
merupakan bagian ridak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

0 



(l) Anggota dan Pimpinan BPD yang mencalonkan diri dalam pengisian 
lowongan Perangkal Dess harus rnembuat surat pernyataan pengunduran 
dlri dari keanggotaan BPD. 

(2) Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayal (lJ 
dilampirkan daJam berkas pendaftaran Sakal Caton Perangkat Desa. 

(3) Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 11 

.. 

(1) lzin tcrrulis / persetujuan bagi Galon yang berasal dari unsur Perangkat 
Desa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf a, wajib 
diberikan oleh Petinggl. 

(2) Dalam hat Calon yang terpilih berasal dari Perangkat Desa dan diangkat 
sebagal Perangkat Desa jabatan baru, maka yang bersangkutan akan 
menduduki jabatan atau formasi baru. 

(3) Dalam ha! Calon yang berasal dari Perangkat Desa Udak terpilih, maka 
yang bcrsangkutan kernbali kejabatan /formasi semula. 

Pasal 10 

(3) Persyaratan kbusus sebagaimana yang diarur pada ayat (1) adalah sebagai 
bc:rikut 
a. bersedia benempat tinggal tetap di wilayah Desa yang bersangkutan 

apabila sudah diangkar menjad.i Perangkat Dcsa; 
b Perangkat Desa dari unsur pelaksana kewilayaban diutamakan berasal 

dan dan berrernpat tinggal dl Du sun yang bersangkutan; 
c, Calon Perangkat Desa tidak boleh ada hubungan keluarga dengan 

Petinggi sarnpai dengan derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun 
ke samping. 

(4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagarmana dirnaksud pada ayai (1) huruf 
I terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan 
dlbebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkal Desa 
tanpa kchilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan. 

(5) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa 
scbagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan penghasilan tetap 
(Siltap) Perangkat Desa. 

(6) Pegawai Negeri Sipil yang ierpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa 
sebagairnana climaksud pada ayat (4) berhak mendapatkan tunjangan 
Perangkat Desa dan pengbasilan lainnya yang sah. 

(7) Atasan yang berwenang untuk mernberikan izin tertulis / persctujuan bagi 
Calm, Perangkal Desa yang berasal dari unsur Perangkat Desa, TNl/Polri, 
PNS dan Pegawai BLJMD/BUMN, sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 
huruf I adalah sebagai berikut : 
a. Petinggi bagi Perangkat Oesa; 
b. Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pcmcriritah. 

Kabupaten/I<ota; 
c. Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasannya yang berwenang bagi 

anggota TNJ/Polri/ Pegawai BLJMN/BUMD dan bagi Pegawai Negeri Sipil 
di luar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten/Kota. 



(1) Setelah selesa.i pendaftaran Sakal Caton, Panitia Pengisian Perangkat Desa 
melakukan kegiatan penyaringan. 

Pasal 16 

Paragraf 3 
Penyaringan Sakal Calon 

(I.) Calon Perangkat Desa paling sedikit berjumlab 2 (dua) orang calon untuk 
rnaslng-rnaslng jabatan atau formasi yang dibutuhkan. 

(2) Setelah dibuka pendaftaran ternyata tidak terdapat pelamar atau hanya 
ada seorang pelarnar, maka Panitia Pengisian Perangkat Desa 
rnemperpanjang pelaksanaan pendanaren selarna 7 (tujuh) hari. 

(3) Apabila sctelah perpanjangao pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 
ayal (2), tetap tidak ada Pelamar atau hanya terdapat seorang Pelamar, 
maka Panicia Pengisian Perangkat Desa rnenunda pelaksanaan pengisian 
pada junis lowongan jabatan atau formasi dimaksud. 

(4) Selanjulnya Panitia Pengisian Perangkat Desa melaporkan kepada Petinggi 
rnengenai jenis lowongan jabatan atau forrnasi yang tidak ada pelamarnya. 

(5) Terhadap lowongan jabatan atau forrnasi yang tidak ada pelamarnya atau 
hanya scorang pelamar, maka jabatan Perangkar Desa yang lowong tetap 
d.ilaksanakan oleh seorang Pelaksana 1'ugas dari Perarigkat Desa yang 
ditetapkan oleh Petinggi. 

(6) Pdaksanaai1 pengisian lowongan jabatan atau formasi sebagaimana 
dirnaksud pada ayai (5), dilaksanakan kernbali pada pengisian periode 
bcrikutnya. 

(7) Terhadap jenis lowongan jabatan atau forrnasi yang telah ada pelamarnya 
minimal 2 (dua) orang pelamar, rnaka dilanjutkan dengan proses 
penyaringan. 

Pasal 15 

Pcrmohonan pencalonan BakaJ Calon Perangkat Desa diajukan secara terrulis 
kcpada Petinggi melalui Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan 
menyebutkan jenis jabatan atau Iormasi yang diburuhkan. 

(1) Paling lama 7 (tujuh) harl setelah tcrbentuknya Panitia Pengisian Perangkat 
Desa, Panitia mengurnurnkan akan diadakannya pendafraran jabatan atau 
formasi Perangkat Desa. 

(2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara 
tortulis minimal rnelalui papan pengumurnan di Desa selarna 3 (tiga) hari. 

(3) Jangka wakru pendaftaran BakaJ Calon Perangkat Desa selama 7 (rujuh) 
had, terhitung sejak berakhirnya batas wakru pengumuman pendaltaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

Pasal 14 

Pasal 13 

Paragraf2 
Penjaringan Baka! Calon 

Kedudu.kan keuangan bagi Pegawai Negeri Sipll/'fNI/Polri/pegawai 
BUMNJ.BUMD yang terpilih dan diangkat mcnjadi Perangkat Desa disesuaikan 
dengan ketenruan peraruran perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 12 



(2) Concoh format surat pernyataan Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf I, huruf g, huruf m dan 
huruf n, sebagaimana tercanturn dalam Larnpiran TT, Lampiran Ill, 
Larnpiran IV. Lampiran V, Lampiran VT dan Lampiran VII yang merupakan 
bagian Lidak tcrpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(ll Unruk membuktikan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayaL (1), permohonan sebagai Perangkat Desa harus 
dilengkapi dengan berkas persyaratan administrasi yang rneliputi: 
a. surat pemyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat 

diatas kertas segel atau bermaterai cukup: 
b. surat pcrnyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
mernpertahankan dan mcmelihara keuruhan Negara Kesatuan Republlk 
Indonesia dan Bbinneka Tunggal Ika diatas kertas segel atau bermatcrai 
cukup: 

c. Iotocopy ijasah/STTB pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan 
ijasah/STIB terakhir yang telah dllegalisir oleh Pejabac yang berwenang 
atau surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang; 

d. claftar riwayat hidup; 
e. Iotocopy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang 

bcrwenang; 
r. surat pernyataan Kesediaan Menjadl Caton Perangkat Desa; 
g, surat pernyataan bermeterai cukup tidak pemah dihukum karena 

rnelakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) 
tahun; 

b. surai keterangan deri Pengadilan yang meoyatakan yang bersangkutan 
Lidak dicabul hak pilihnya sesuai kepurusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap; 

L Ioto copy kartu tanda penduduk (KTP-el) desa seternpat yang telah 
dilegallsir oleb PejabaL yang berwenang; 

j. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Dokter 
Pemcrintah: 

k. surat keterangan bebas NARKOBA yang dikeluarkan dari instansi yang 
berwenang; 

I. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikcluarkan dari 
Kepollsian seternpat; 

m. surat pemyataan bersedia bertempat LinggaJ tetap di wilayah Desa yang 
bersangkutan apabila sudah diangkat menjadl Perangkal Desa yang 
dlbual diatas kertas segel atau bermaterai cukup; 

n. surat pernyataan tidak ada hubungan kcluarga dengan Petinggi sampai 
dcngan derajar pertama baik ke atas, ke bawah rnaupun kc samping 
yang dibuat diatas kertas segel atau bcrrnaterai cukup; 

o. bagi Perangkal Desa, TNI/Polri, PNS dan Pcgawai BUMD/BUMN 
menyertakan izin tertulis/persetujuan dari atasarmya yang berwenang 
unruk itu; dan 

p. pas Ioto. 

Pasal 17 

(21 Kegiatan penyaringan sebagaimana dim.aksud pada ayai (1). dilakukan 
dengan au-a penelitian administrasi dan ujtan penyaringan. 
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[1) Untuk membuktikan umur Baka! Calon harus dinyatakan dengan akte 
kelahiran. 

(2) Penghitungan batas usia Baka! Calon sebagaimana dimaksud pada ayal 
(J ), ditentukan pada saat pendaftaran Baka! Calon. 

\3) Perpanjangan pendaftaran Sakal Calon tidak mempengaruhi pcnghltungan 
batas usiaBakal Calon sebagaimana dlmaksud pada ayat (2). 

PaseJ 20 

Pejabat yang berwenang dalam melegalisasi foto copy Surat Tanda Tamal 
Belajar (STTB) atau ijazah adalah: 
a. Universitas / institui / sekolah tinggi / akaderni / politeknik, sekurang 

kurangnya oleh Dekan/Pembantu Dekan atau sebutan lainnya yang setara 
dengan jabatan tersebut: 

b. Sekolah dasar, sekolah rnenengah perlama/madrasah rsanawiyah dan 
sekolah menengah atas/madrasah aliyah : 
1. Kcpala Sekolah bagi Julusan SD/Ml Negeri, SMP/MTs Negeri dan SMA/MA 

I SMK Negeri; 
2. Kcpala Sekolah yang mcngeluarkan ijazah dengan dikctabui Kepala Dinas 

Pendidikan bagi lulusan SD swasta, SMP swasta dan SMA/SMK swasta: 
3. Kcpala Sckolah yang mengeluarkan ijazab dengan dikerahui Kepala 

Kantor Kementerian Agama bagi lulusan Madrasah lbtidaiyah swasta, 
Madrasah Tsanawiyah swasta dan Madrasah Aliyah swasta; 

4. l<epala Dirias Pendidlkan atau Kepala Kantor Kementerian Agama bagi 
lulusan SD/Madrasah lbtidaiyah, SMP/Madrasah Tsanawiyah dan 
SMA/SMl</Madrasah Aliyah negeri, swasta, atau yang sederajat yang 
telah dihapus, sesuai kewenangan masing-masing: 

5. Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten bagi lulusan yang sederajat dengan SD/Madrasah lblidaiyah 
sepcrli Paket A, sederajat dengan SM P / Madrasah T'sariawiyah seperti 
Paket B dan SMA/SMK/Madrasah Aliyah seperti Paker C: 

6. Kepala Kantor Kementerian Agama bag! lulusan yang setara dengan 
Madrasah Ibudaiyah, Maclrasah Tsanawiyah dan Madrasab Aliyah sepertl 
lulusan madrasah diniyah atau pondok pesantren, dimana lulusan dari 
lembaga pcndidikan tersebut mendapatkan surat keteraagan "disetarakan 
dcagan lulusan setingkat SD/Ml, SMP/Mts dan SMA/SMK/MA" dari 
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten. 

PaseJ 19 

11 Surat Tanda Tamal Belajar (STIB)/ljazah sekolah yang diakui adalah yang 
dikeluarkan oleh Sekolah atau Lembaga Pendicilkan lain yang 
sederajatj setara, 

(21 Bagi Baka! Calon yang tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Ta.mat 
Belajar (SITB)/ijazah sekolahnya yang asli atau duplikatnya karena hllang 
aiau rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan kehilangan a.tau 
surat keterangan rusak, yang bermeterai cukup dari pejabal yang 
berwenang. 

(3) Surat Tanda Tamar Belajar (STTB)/ ijazah sekolah yang hilang atau rusak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diganti dengan Surat Keterangan 
pengganti Surat Tanda Tarnat Belajar (STIB) / ijazah, yang bcrmeterai 
cukup dari Pejabat yang berwenang. 

Pasal 18 
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(1) Sakal Caton yang tidak memenuhi persyaralan administrasi dinyatakan 
gugur. 

(2) Panitia Pengisian Perangkat Desa menyampaikan laporan basil penelitian 
persyaratan administrasi Sakal CaJon kepada Petinggi. 

(3) Baka! Galon yang telah rnernenuhi persyaratan administrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dltetapkan sebagai Caton dengan Kepurusan 
Petinggi. 

(4) Penctapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), cllberitahukao 
kcpada yang bersangkutan dan diumumkan deogan jangka waktu paling 
lama 7 (tujuh] hari, 

(5) Conteh format Keputusan Petinggi tentang Penetapan Sakal Calon menjadi 
Calon Perangkat Dcsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 

Pasal 24 

(1) BaJ<aJ CaJon dan CaJon Perangkai Desa yang tcrbukti rnemberikan data 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang tidak benar, 
dinyatakan gugur. 

(2) CaJon Perangkat, Desa yang diangkat sebagai Perangkac Desa apabila 
dikernudian hari temyata terbukti rnemberikan data persyaratan 
sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 9 dengan tidak benar, diberhentikan 
dengan tidak bonnat sebagai Perangkal Desa. 

Pasal 23 

(1) Penelitian kelengkapao dan keabsahan adrninistrasi sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dapat diklarifikasl pada lostansi yang 
berwcnang. 

(2) Jangka waktu penelitian keleogkapan dan keabsahan adrninistrasi 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 [sepuluh] hari sejak 
penutupan pendaftaran. 

(3) Apabila setelah dilakukan penelitian atas berkas persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), ternyata terdapat kekurangan dan/atau keragu 
raguan tentang keabsahao syarat yang telah ditetapkan, maka Sakal Calon 
Perangkat Desa diberikan kesempatan untuk melcngkapi / memperbaiki 
persyaratan dan memberikan penjelasan. 

(4) Jangka waktu kesernpatan melengkapi I mernperbaiki persyaratan dan 
memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling Jama 
7 (tujuh] hari sejak ditutupnya pendaftaran. 

(5) Sakal Calon yang melewati batas waktu melengkapi / memperbaiki 
persyaratan administrasl scbagairnana dirnaksud pada ayat (4), dinyatakao 
gugur sebagai Bakal Calon. 

(6) HasiJ pcnelitian psrsyararan administrasi Sakal Calon dituangkan dalarn 
Serita Acara. 

(7) Conteh format Serita Acara dan contoh formal Penelitian Persyaratan 
Administrasi Sakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (6) adaJah 
sebagaimana tercanrum dalarn Lampiran vm dan Lampirao !X yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraruran Bupati ini. 

Pasal 22 

Apabila terdapat perbedaan data diri dalam dokumen persyaratan 
admmistrasi, seperti ija.zah/S'ITB, KTP, akte kelahiran, rnaka Sakal Calon 
Pcrangkal Desa harus menyesuaikan data-data dimaksud sesuai dcngan 
ketenruan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 21 



(!) Hasil penyaringan ditetapkan dengan Berita Acara oleh Panitia Pengisian 
Perangkal Desa dan dilaporkan kepada Petinggi. 

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerlrna laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), basil penyaringan Calon Perangkat Desa sekurang 
kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Petlnggi kepada 
Carnal. 

(3) konsultasi Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertal dengan 
data pemenuhan syarat-syarat Calon Perangkat Desa dan hasil ujian 
penyaringan masing-rnasing calon Pcrangkat Desa; 

(4) Camat mempertimbangkan Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan 
oleh Petinggi untuk selanjutnya memberikan rekornendasi berupa 
persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan; 

(5) Pcrumbangan Carnal sebagaimana dlmaksud pada ayat (4) dapat dilakukan 
dcngan cara fit and proper test Lerhadap Calon Perangkat Desa yang 
diajukan Pelinggi. 

(6) Camat mernberikan rekomendasi tertulis tcrhadap 1 (satu) orang Caton 
Perangkat Desa selambat-lambarnya 7 (tujuh) hari. 

(7) Rckomendasi yang diberikan Camac berupa persetujuan aiau penolakan. 

Pasal 28 

Bagian Ketiga 
Rekomendasi 

( l) Materi ujian lertulis sebagairnana dimaksud da.lam Pasal. 26 ayat (2) 
rneliputl: 
a. bahasa Indonesia; 
b. pendidikan kewarganegaraan; 
c. pemerintahan; dan 
d. pengetahuan urnurn 

(2) Materi ujian sebagaimaaa dlmaksud pada ayat (1) disusun oleh Panitia 
Pengisian Perangkat Desa atau pihak lain yang ditunjuk oleb Panitia 
dengan rnenjamin kerahasiaan materi ujian. 

(3) Hasil penilaian ujian penyaringan bersifat final dan tidak dapat diganggu 
gugat. 

Pasal 27 

(1) Alas basil penelitian administrasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 22, 
terhadap Calon Perangkat Desa dilaksanakan ujian penyaringan oleh 
Panitia Pengisian Perangkat Desa. 

(2) Ujian pcnyaringan sebagairnana dimaksud pada ayat (l) berupa : ujian 
tertulis dan dapai ditambah dengan ujian praktck dan wawancara. 

(3) Khusus Caton Perangkat Desa umuk formasi staf Seksi Pelayanan, ujian 
penyaringan berupa : ujian tertulis dan ujian praktek serta dapat ditambah 
dengan wawancara, 

Pasal 26 

Apabila setelah dilakukan penelitian administrasi, ternyata yang memenuhi 
persyaratan sebagai Calon Perangkat Desa kurang dari 2 (dua) orang calon, 
rnaka dilakukan penjaringan ulang dengan mengacu pada ketentuan Pasal 13, 
Pasal 14, dan Pasal 15. 

Pasal25 

sebagaimana rercanrum dalam Lampiran X yang merupakan bagian cidak 
terpisahkan dari Peraruran Bupati ini, 



(2) Pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
sesuai agarna yang dianut diawali dcngan kata-kata sebagai berikut : 
a. bagi penganut agama Islam " Demi Allah, saya bersumpah"; 
b. bagi penganut agama l<risten/Kalholik "Saya berjanji" dan diakbiri • 

Scmoga Tuhan Menolong Saya": 
c. bagi penganut agama Hindu "Om Atah Paramawisesa"; 
d. bagi penganut agarna Budha "Demi Sang Hyang Adl Budha saya 

berjanji"; 

(1) Sebelum memangku jabatannya, Pcrangkat Desa mengucapkan 
sumpah/janji dihadapan Petinggi, unsur BPD, unsur Panitia Pengisian 
Perangkal Desa dan pemuka masyarakat lainnya. 

Pasal 32 

(1) Paling lama 30 (riga puluh) hari sejak diterapkannya l<epucusan 
Pcngangkatan Perangkat Desa, dllaksanakan pelantikan Perangkat Desa 
oleh Petinggi. 

(2) Pctinggi rnelaporkan hasil pengisian Pcrangkat Oesa kepada Bupati lewat 
Carnal paling lambal 7 (tujuh) hari sctelah pelantikan. 

Pasal 3 I 

(1) Paling lama 30 (tiga puluh] hari sejak terbitnya rckomendasi Carnal, 
Petinggl mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Petinggi. 

(2) Keputusan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus 
disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada Bupati 
dan Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan. 

Pasal 30 

(1) Calon PerangkaL Desa yang direkomendasikan oleh Camat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (8), ditetapkan sebagai Perangkat Desa oleh 
Petinggi. 

(2) Apabila penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai 
dcngan rekomendasi, maka Camat mernbatalkan penetapan dimaksud. 

Pasal 29 

Bagia.n Keernpat 
Penetapan dan Pelantikan 

( 11) Conteh formal Serita Acara hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1.) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang 
rncrupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraruran Bupati ini. 

(8} Dalam baJ Carnal memberikan persetujuan, Peunggi menerbitkan 
Keputusan Petinggi tentang Pengangkatan Perangkat Desa. 

(9) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Petinggi rnelakukan 
peojaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa. 

(10) Apabila dalam jangka waktu 7 (wjuh) hari Carnal tidak mcmberikan 
rekomendasi. maka Camat dianggap telab memberikan rekomendasi 
berupa persetujuan, dan Peti.nggi rnenctapkan 1 (satu) orang Calon 
Perangkal Desa dengan mene:rbitkan Keputusan Petinggi rentang 
Pengangkalan Perangkat Desa. 



Biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa dipergunakan untuk : 
a. adrninistrasl: 
b. penetitlan syarat-syarat Baka! Calon; 
c. honorarium dan biaya operasional Panitia Pengisian, konsumsi. dan rapat- 

rapat; 
d. penjaringan & penyaringan Calon; dan 
e. pelantikan; 

Pasal36 

(1) Biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa dibcbankan pada 
Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Desa, swadaya masyarakat atau pihak 
ketiga yang sab dao Lidak rnengikaL. 

(2) Besarnya biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa 
dlsesuaikan dengao siruasl dan kondisi serta kernampuan keuangan Desa. 

Pasal 35 

BAB IV 
BIAYA 

Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa dlselenggarakan di 
Balai Desa atau tempai lain yang ditenrukan oleh Petinggi. 

Pasal 34 

(1) Susunan acara Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam. 
Pasal 31 adalah sebagai bcrikut : 
a. menyanyikan Jagu kebangsaan Indonesia Raya; 
b. pcrnbacaan Kcputusan Petinggi tentang Pengangkatan Perangkat Desa; 
c. pengarnbllan sumpah/janji jabatan oleh Petinggl; 
d. penandalanganan berita acara pengambilan sumpah/janji; 
e. kata pelantikan oleh Petinggi; 
r. pembacaan arnanat Petinggi; 
g. pembacaan amanai Camat; dan 
h. pembacaan Doa. 

(2) Apabila Petinggi berhalangan, rnaka Pengambilan surnpah / janji jabatan 
Pcrangkal Dcsa dllakukan oleh Camat. 

Pasal 33 

131 Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayai (l), 
adalab sebagai berikut: 
'Demi Allah (Tuhan], saya bcrsum-pab/berjanji bahwa saya akan mernenuhi 
iugas-rugas saya selaku Perangkat Oesa dengan sebaik-baiknya, sejujur 
jujumya; bahwa saya akan selalu iaat dalam mengamalkan dan 
mernpertahankan Pancasila sebagai dasar negara; bahwa saya akan 
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Oasar 1945 
sebagal konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan 
yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republlk Indonesia". 

C- bagi penganut agama Khonghucu 'Ke hadi.rat Tian (baca Thien) cli rempat 
vang .\laha Tmggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi (baca Khung 
Cr). Dlpermuliakanlah. 



J 

Pemberhenuan Perangkac Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai 
bcrikut: 
a. pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 41 

ayat ( 1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Petinggi dan 
disampaikan kepada Bupati dan Camat paling lambat 14 [empat belas) bari 
setelah ditetapkan; 

Pasal 42 

(2) Perangkal Desa yang diberhenLikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c karena: 
a. usia telah genap 60 (enarn puluh) tahun; 
b. tidak dapat rnelaksanakan rugas secara berkelanjutan atau berhalangan 

tetap secara berturut-turut, selarna 6 (cnam) bulan; 
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkal Desa; 
d. dlnyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

Lelah mempunyai kekuatan hukum tetap; arau 
c. meJanggar larangan sebagai Perangkat Desa. 

(1) Pcrangkat Desa berhenti karena: 
a. meninggal dunia; 
b. permintaan sendiri; atau 
c. diberhentikan. 

Pasal 41 

Bagian I<esatu 
Pemberhentian 

BAB VI 
PEMBE:RHENTLAN PERANGT<AT DESA 

(I) Sclain penghasilan tetap yang diarur dalam peraturan perundang 
undangan, Perangkat Desa dapat menerimajaminan kesehatan, tunjangan 
dan tambahan tunjangan dengan rnemperhatikan masa kerja dan jabatan 
Pcrangkat Oesa. 

(2) Jami nan kescbatan sebagairnana dimaksud pada ayal (l) bersumber dari 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan dapat berasal dari sumber 
lain yang sah. 

Pasal 40 

Bagian I<edua 
Penghasilan 

(11 Masa jabatan Perangkat Desa terhitung sejak pelanrikarmya sarnpai 
dengan mencapai usia 60 (enam puluh} tahun. 

(2) Masa jabatan Perangkat Desayang berstarus PNS sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 39 

Bagian Kesatu 
Masa Jebatan 

BAB\' 
MASA JABATAN DAN PENGHASILAN 



(3) SeLelah dilakukan pemberhentian sernentara Perangkat Oesa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Petinggi menunjuk dan rnenetapkan Pclaksana 
Togas yang diprioritaskan dari Perangkat Desa yang merniliki posisi 
jabatan dari unsur yang sarna atau dari Perangkat Desa yang lain. 

(4) Pelaksana Tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh 
Peti.nggi dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disarnpaikan 
kepada Bupati melalui Ca.mat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak 
ranggal surat peougasan. 

(1) Pcrangkat Desa diberhentikan sernentara oleh Petioggi dengan Keputusan 
Petinggi setelah, berkonsultasi dengan Carnal. 

(2) Pemberhenrian sernentara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) karena : 
a. dltetapkan sebagai tersangka dan ditahan; 
b. dlterapkan sebagai terdakwa; 
c. tertangkap tangan dan ditahan: 
d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 45 

Bagian l<edua 
Pemberhentian Sementara 

Pemberhenlian Perangkal Desa yang berstatus Pegawai Negeri SipiJ sesuai 
dcngan ketentuan peraturan perundaog-undangan yang mengatur 
pemberhcntian bagi Pegawai Negeri SipiJ. 

Pasal44 

(2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayai (1) ditetapkan olcb 
Petinggi dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan 
kepada Bupali melalui Camat paling lambat 7 {lujub) hari terhituog sejak 
tanggal surat penugasan. 

(1) Setelah dilakukan pemberbentiao Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 41, Petinggi menuojuk dan rnenetapkan Pelaksana Tugas yang 
diprioritaskan dari Perangkat Oesa yang memiliki posisi jabatan dari unsur 
yang sarna atau dari Perangkac Desa yang lain. 

PasaJ 43 

b. pembcrhentian ?erangkat Oesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 
ayat (11 huruf c, Petinggi wajib melaksaoakan konsultasi terlebih dahulu 
kepada Camar; 

c. konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditindaklanjuli Camat 
dcngan memberikan rekomendasi rertulis yang mernuat mengeoai 
pemberhentian Perangkat Desa; 

d. rekomendasi terrulis Camat sebagaimana dirnaksud huruf c didasarkan 
pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa; 

e. rekomeodasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud huruf c dijadikan 
dasar olch Petinggi dalam pemberheotian Perangkal Desa dengan 
tcepurusan Petinggi. 



(1) Bagi Pcrangkat Desa yang ridak dapat rnenjalankan tugas secara 
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selarna 6 
(cnam] bulan, maka Petinggi dapat menunjuk Pelaksana Tugas yang 
diprioritaskan dari Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur 
yang sama atau dari Perangkat Desa yang lain. 

(2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan dari pejabat yang 
berwenang, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (!) bclum 

Pasal 50 

Pemberhenlian Seme.ntara Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil 
sesuai dengan ketenruan peraturan perundang-undangan yang rnengarur 
pemberhenlian seme.ntara bagi Pegawai Negeri SipiL 

Pasal 49 

.. 
Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
45 ayat (2) huruf d diatur sesuai ketenluan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 48 

Pcrangkat Desa yang dlberheru.ikan sernentara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 45 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c apabila terbukti melakukan 
iindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah rnernperoleh 
kekualan hukurn tetap, diberhentikan oleh Petinggi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 47 

(I) Perangkat Desa yang dibcrhentikan sementara sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 45 ayat (2) huruf a, buruf b dan huruf c, setelah melalui 
proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan 
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 15 
[lhna bolas] hari sejak penetapan putusan Pengadilan diterima oleh 
Perangkat Desa, Petinggi merehabilitasi dan mengaktlfkan kernbali 
Perangkal Desa yang bersangkuran kepada jabatan semula. 

(2) Pengaktifa.n kernbali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan Keputusan Petinggi yang tembusannya disampaikan kepada Bupati 
melalui Carnal paling Iambat 7 [tujuh] hari terhitung sejak tanggal 
ditetapkan. 

(3) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sernentara sebagaimana 
dimaksud pada ayac (1), telah berakhir masa jabatannya Petinggi hanya 
merehabilitasi Perangkat Desa. 

(4) Tata cara rehabilitasi Perangkat Desa sebagalmana yang dirnaksud ayat (3) 
diatur scbagai berikut : 
a. Petinggi membuai surat keterangan yang menyatakan Perangkat Oesa 

yang bersangkutan dinyatakan Udak bersalah dengan mendasarkan 
pada purusan Pengadilan. 

b. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan 
kcpada Perangkal Desa yang be.rsangkutan dan Ioto copynya 
ditempelkan di papan pengumuman desa. 

c. lsi surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat juga 
diinformasikan oleh Pctinggi kepada masyarakat desa melalui pertemuan 
formal rnaupun informal. 

Pasal 46 

17 



SEKRE'l'ARlS DAERAH 
KABUPATEN JEPARA, 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 25 Oktober 2016 

• l 
Pl:~lE:. 1 i~ i'RODUK HUKUM 

- 
rBY.etO'T'I JEPARA, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dcnga.n penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten .Jepara. 

Dltetapkan di Jepara 
pada tanggal 25 Oktober 2016 

Pasal 53 

Pada saat Peraruran Bupati ini mulai bcrlaku, make Peraturan Bupati Jepara 
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
[{abupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, 
Pengangkatan, dan Pernberheruian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2008 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku, 

Pasal 52 

KE1'ENTUAN PENUTUP 

BABvm 

Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap rnelaksanakan 
tugas sarnpai habis masa rugasnya sesuai dengan Keputusan Pengangkatan 
Pertama sebagai Perangkal Desa. 

Pasal 51 

KETENTUAN PERALIAAN 

BABVIl 

dapat mclaksanakan rugasnya, maka Petinggi memberhencikan dengan 
hormat dari jabatannya. 



3. Peraruran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 teniang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 'rahun 
2014 Tei:nang Desa [Lernbaran. Negara Republik lndonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemeriritah Nomor -+7 Tabun 2015 tentang 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 7, 
Tarnbaban Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5495); 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi .Jawa Tengah; 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud 
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan 
Petinggi tentang Pembentukan Panitia Pengisian Pera.ngkat , 
Desa Kecamatan .......•.... Kabupaten Jepara; 

b. bahwa di Desa Kecamatan akan dilaksanakan 
pengisian Perangkat Desa sehingga perlu dibentuk Panitia 
Pengisian Perangkal Desa; 

a. bahwa untuk melaksanakan ketenruan PasaJ 4 ayat (1) 
Peraruran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, 
dinyatakan bahwa pengisian lowongan Perangkat Dcsa 
dilakukan oleh Petinggi dengan rnembentuk Panitia Pengisian 
Perangkat Desa; 

Menimbang 

PET!NGGI , 

PEMBENTUT<AN PANITJA PENGISIAN PERANGKAT DESA . 
KECAMATAN . 

KABUPATEN JEPARA 

TENTANG 

KOP PETINOGI 
(LMCBANG NEGARA/ GAR ODA) 

KEPUTUSAN PETINGGI . 
KABUPATEN JEPARA 

NO MOR TAHUN . 

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PETINGGI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA 
PENG!SIAN PERANGKAT DESA 

LAMPTR.\N I: PERATURAN BUPA1'1 JEPARA 
NOMOR : 36 Tahun 2016 
TANGGAL: 2S Oktober 2016 



Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dlrnaksud Dikturu 
KEDUA, Panitia Pengisian Perangkat Desa bertanggung jawab 
kepada Petinggi. 

Togas Paoitia sebagaimana dlmaksud Diklum KESATU adalah : 
a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pcngiaian 

Perangkat Desa. 
b. merencanakan dan meogajukan biaya pcngisian Perangkat 

Desa kepada Petinggi. 
c. melakukan penjaringan dan penyaringao Bakal Caton 

Perangkat Desa. 
d. rnenerima pendaftaran dan melakukan pcnelitlan 

persyaratan administrasl Baka! Galon Perangkat Desa. 
e. melaporkan hasil penelitian parsyaratan administrasi Sakal 

Calon kepada Petinggi untuk ditetapkan menjacli Calcn 
Perangkat Desa. 

f. melaksanakan ujian penyaringan Calon Perangkat Desa. 
g. menyampaikan basil ujian pcnyaringan Calon Perangkn; 

Desa kepada Petinggi. 
h, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kc.:gi1Jl11., 

pengisian Perangkat Desa kepada Petinggi dengan ternbusan 
Carnat. 

Membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa . 
l<ecamatan .. l<abupalen Jepara dengan susunan 
keanggotaan sebagaimana tercanlum dalam Lampiran yang 
rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Kepulusan ini 

MEMUTUSKAN: 

Kecamatan 
............. Nomor : Tanggal 
pengisfan Perangkat Desa .. 

Surat Camat 
Perihal : izin 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepa.ra Nomor 10 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan pemberhenuan Perangkat Dcsa 
(Lembaran Daerah Kabupaten .Jepara Tahun 2016 Noinor 10: 
Tambahan Lemba.ran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9); ·. 

6. Peraruran Bupati .Iepara Nomor Tahun 2016 rentang 
Pedoman Tata Cara Pengangkata.n dan Pemberhentian 
Perangkat Desa (Serita Daerah Kabupaten Jcpara Tahtm 
2016 Nomor ); 

4. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 201;:; 
tentang Pengangkatan dan Pember.bentian Pcrangkat Dena 
(Serita Negara Republik Lndonesia Tahun 2016 Nomor 5); 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahi.:n 2(1\ 
tentang Peraruran Pelaksanaan Undang-Undang Nomru t 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembarar 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

KETIOA 

1<8DUA 

KESATU 

Mcnctapkan 

Memperhatikan 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

PETlNGGT . 

Ditetapkan di (Desa) 
pad a tanggal . 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, KELIMA 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannyc, 
Kepurusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun Anggaran , Swadaya Masyarakat 
dan pihak ketiga yang sah dan tidak rnengikat. 

KEE.\{PAT 
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BUPATI JEPARA, 

PETINGGJ .. 

Ketua 
Sekretaris 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

KETERANOAN KEDVOUl<AN 

, , , , Io••• I• o o, o, o o o o o, o o • o o, o o Io•• o o • o o, O o o o o o I••• o 

··················································· 
o Io o IO o o o Io o o, O o o o o o o o o o, o o, o• o o o • • o o O o o o o o o o o o o IO O 

................................................... 
o Io••• I•••• o • , .. 'o o 'o o 'o o o o o o o • • 0 • o O o •IO o Io O o o O o o o o o 

................................................... I. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

NAMA 

. ·········-·-······· ··-·· . 

No. 

SUSUNAN l<EANGGOTMN PANlTIA PENGtSIAN PERANGKAT DESA . 
J<:J::<:;AJVLATAN ......•............... 

KABUPATEN JEPARA 

LAMPIRJ\N KEPUTUSAN PETINGGI ...•....... 
NOMOR TAHUN . 
'I'ANGGJ\1, : . 



PENE!.mA'-4 r'RODUK HUKUM 
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Materai 

Yang mernbuat pernyataan, 
. , . 

Demikian surai pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk 
dapat digunakan sebagai buktl pemenuhan persyaratan pencalonan Perangkat Desa 
sebagairnana dimaksud pada Pasal 10 ayai (2) huruf a Peraturan Daerah Kabuparen 
.Jepara Nomor 10 Tahun 2016 icntang Pengangkatan dan Pernberhentian Pe:ra.ngkal 
Desa. 

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa sesuai dengan agama yang saya anut. 

. . . 
o •I• I 00 o o o o o o o • o o • • 0 • • o o o o o o • • • • ,o I•• ,o '0 o Io••••••••• 
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..................................................... 
o • •• • • • o o '0 o. o o o o ,o o •••Io O 'o o o o I• 0 oo • • o o o o o o o o o •I••• o Nam a 

Tempat tanggal lahir 
Jenis kelamin 
Pekerjaan 

Alamai 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

SURAT PERNYATAAN 
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA 

LI\MPlR..o\r'I II: PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 36 Tahun 2016 
TANGGAL: 25 Oktober 2016 



PE;ND ''AN PRODUK HUKUM - . 
,Ml PA RAF 

Se11.r,,:- ' n 
I A.511:1~.: ·- I"~ !:J .. 1" '---"-'-- 
Kesa• \\, ..... --·~ ••--· - I 

............................................ 

Materai 

Yang membuat pernyataan, 
········-·-···· , . 

Demikian surat pernyataan Ini saya bual dengan sebenar-benarnya untuk 
dapat diguna.kan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Perangkat Desa 
sebagairnana dimaksud pada Pasal PasaJ 10 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah 
Kabupaten .Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Dcsa. 

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya akan memegang teguh dan 
mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka. 

..................................................... 
o o • o o • o o o o o o o o • • • o o oo • I 'I•••••••••••••• o o oo • • • • • • • • • 0 

. ························· ················· 
............................... - . 
..... ···········-·························· ···-······ Nam a 

Tempat tanggal lahir 
Jenis kelamin 

Pekerjaan 
Alamat 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

SURAT PERNYATAAN 
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK lliDONESIA TAHUN 1945, 
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN 

REPUBLlK lliDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA 

LAMPIRAN Ul : PERATURAN BUPATI JEPt\RA 
NOMOR 36 'I'a h un 2016 
TANGGAL: 25 Ok t o b e r 2016 
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Materai 

Yang rnembuat pernyataan, 
• ••••••••••••••••• t •••••••••••••••••••••••••••• 

Dcmiklan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk 
dapat digunakan sebagai bukti pernenuhan persyaratan pencalonan Perangkat Desa 
sebagaimana dimaksud pada Pasal Pasal 10 ayat (2) buruf f Peraturan Daerah 
Kabupaten .Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa. 

Menyatakaa dengao sesunggubnya, bahwa saya bersedia dlcaJonkan rnenjadi 
Perangkat Desa .. Kecarnatan . . . . . . .. .. . . .. Kabupaten 
Jepara. 

.............................. - - . 
..... - - . 
..................................................... 
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Ternpat tanggal lahir 
.Jcnis kelamin 
Pekerjaan 
Alamat 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

SURAT PERNYATAAN 
BERSEDIA DICALO.NKAN MENJADI PERANGKAT DESA 

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 36 Tahun 2016 
TANGGAL: 25 Oktober 2016 
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PENE• -,, N PRODUK HUKUM 
r Ml ?~"1?1~ 
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Matera1 

Yang membuat pernyataan, 

. ' . 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk 
dapat digunakan sebagai buktl pernenuhan persyaratan pencalonan Perangkat Desa 
sebagairnana dimaksud pada Pasal Pasal LO ayat (2) huruf g Peraturan Daerah 
Kabupatcn Jepara Nomor 10 'I'ahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa. 

Menyatakan dcngan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah dihukum karena 
melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun. 

. . . 

. ·······························-···-················ 
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• 0 •• o o o o o o o O • 0 oo • • •• o o o' o o oo' I• 0 o • o • • • • • • o o o o o I'••••• Nam a 

'Ternpat tanggal lahir 
Jenis kelamin 

Pekerjaan 

Alamat 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

SURAT PERNYATAAN 
TIDAK PERNAH o-ia~o-KUM KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA 

DENGAN HUKUMAN PALING SlNGKAT 5 (LIMA) TAHUN 

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR ae Tahun 2016 
TANGGAL; 25 Ok t o ber 20 I b 
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Materai 

Yang rncmbuat pernyataan, 
• • • • • • '• • • ••••'"'I • '• '• • • •' • • • • • • • • • • • •• • • •• • 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk 
dapat digunakan sebagai bukti pernenuhan persyaratan pencalonan Perangkat Desa 
sebagaimana dimaksud pada Pasal Pasal JO ayat (3) huruf a Peraturan Daerah 
Kabupatcn Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pernberhentian 
Perangkat Desa. 

MenyaLakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia bertempat tinggaJ tetap di 
wilayah desa seiempat apabila sudah diangkat menjadi Pcrangkat Desa. 

...................................................... 
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..................... --· . 

..................................................... 

........................................... -· . Nam a 
Ternpat tanggal lahir 
Jenis kelarnin 

Pekerjaan 

Alamat 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

SURAT PERNYATAAN 
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI WILAYAH DESA SETEMPAT 

APABILA SUDAH DIANGKAT MENJADI PERANGKAT DESA 

LAMPIRAN V1 : PERATURAN BUPATJ JEPARA 
NOMOR 36 Tehun 2010 
TANGGAL: 25 Oktober 20Hi 
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Mate rat 

Yang mernbuat pernyataan, 
•.' •· •• • •• • • • • • •. • r •. •' • • • •• ' •••• •' •.,', ••.••• 

Dernikian surar pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk 
dapat digunakan sebagal bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Perangkat Desa 
sebagaimana dimaksud pad a Pasal Pasal IO ayat (3) huruf c Peraruran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Pcrangkat Desa. 

Mcnyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak ada hubungan keluarga 
dengan Petinggi sampai dcngan derajat pertama baik ke atas, ke bawab maupun ke 
sarnping. 

! 0000000000000000000000000H0000000000000•••••0000000 

I Io,,,,,•,,,,, o o o• • •• •,, • o, Io Io I, 0 •Io o o o o o • o o o o o O oo o O 

. ···················································· 

..................................................... - 
o > • • • o o Io I>•••••••• o oo•, o •••I••,• o o o o o o •• o o o o o o o o o o o o Nam a 

Tcmpat tanggal lahir 
Jenis kelamin 
Pekerjaan 
Alam at 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

SURAT PERNYATAAN 
TIDAK ADA HUBUNGAN KELUARGA DENGAN PETINGGI 

LAMPJRAN VIl: PERATURAN BUPA'l'l JEPARA 
NOMOR : 36 Ta hun 2016 
TANGGAL: 25 Ok Lober 2016 



PENELITlAN PRODUK HUKUM 
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BAGIAN HUKUM \ 

.............. - . . . . . . . .. . . . . . ·- ~·· . 

SEKRETARJS KETUA 

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA ...................•.. 
KECAMATAN . 

. ············· , . 

Demikian Berita Acara ini dibuat dalarn rangkap ( ) yang 
memlliki kekuatan hukum yang sama, unruk dipergunakan scbagaimana rnestinya . 

Pad a hari ini, . . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . bulan . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . tahun 
dua cibu , kam.i Panitia Pengisian Perangkat Desa . 
Kecamatan l{abupaten Jepara, tel ah melakukan penelitian terhadap 
persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa , dengan hasil 
sebagaimana terlarnpir. 

BERJTA ACARA 
PENELJTIAN PERSYAR'\TAN ADMINISTRAS! BAKAL CALON PERANGKAT DESA 

KOP PANITIA PENG[SlAN PERANGKAT DESA 

coxroa FORMAT SERITA ACARA PENELITJAN PERSYARATAN ADMINISTRASI 
BAK.AL CALON PERANGKAT DESA 

LAMPIRAN vni . PERATURAN BUPATl JEPARA 
NOMOR 36 Tahun 2016 
TANGGAL: 25 Oktober 2016 
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3. Peraturan Perncrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Namer 6 Tahun 
2014 Tentang Dcsa (Lernbaran Negara Republik Lndonesia 
Tabun 2014 Nornor 123, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraruran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tc.ntang 
Perubahan atas Peraturan Pemertruah Namer 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nornor 157, Tarnbahan Lembaran 
Negara Rc.publik Indonesia Nomor 5717); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pernbentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengal1; 

MengingaL 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak:sud 
huruf a, rnaka perlu menetapkan Keputusan Petinggi 
tentang Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Perangkat 
Desa Kecarnatan Kabupaten Jepara; 

a. bahwa unruk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) 
Peraturan Bupati Jepara Nomor Tahun 2016 tentang 
Pedomao Tata Cara Pengangkatan dan Pemberbentlan 
Pcrangkat Desa, dinyatakan bahwa Baka! Calon Perangkat 
Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi 
ditetapkan sebagai Caloo Perangkat Desa dengan Keputusan 
Pctinggi; 

Menimbang 

PETJNGGI .........•....................... , 

PENETAPAN 8AJ{AL CAL.ON MENJADI CALON PERANGKAT DESA . 
KECAMATAN KABUPATEN JEPARA 

TENTANG 

KEPUTUSAN PETINGGI . 
NO MOR TA HUN . 

KOP PETJNGOI (LAMBANG NEOARA/GARUDA) 

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PETINGGJ TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON 
MENJADJ CALON PElRANGl<AT DESA 
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PETINGGJ , 

Ditetapkan di (Desa) 
pad a tanggal . 

Keputusan inl mulai berlaku pada tanggal dltetapkan. 

No Nama Calon TTL/Umur Alam at Pendidikan Ket. 

Menetapkan Baka! Calon yang memenuhi persyaratan dan 
ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa Kecamatan 
..... .. .. Kabupaten Jepara dan berhak rnengikuri ujian 
penyaringan adalab sebagai berikut : 

MEMUTUSJ<AN: 

Berita Acara Panitia Pengisian Perangkat Desa tentang 
penelitian persyaratan administratif Bakal Calon Perangkat 
Desa Kecamatan Kabupaten Jepara ianggal 

6. Peraturan Bupati Jepara Nomor Tabun 2016 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa (Berita Daerab Kabupaten Jepara Tahun 
2016 Nomor ); 

5. Peraturan Daerah Kabuparen Jepara Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 
{Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9); 

..: Peraruran Menreri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5): 

KE DUA 

KESA TU 
Menetapkan 

Mernperhatikan 



PENELITlAl'I PROOUK HUKUM 
• , ,HJ p.o.f,.,. 

.I 

s AG 111.N \ 111::.1'::.U::.:r';_\ -- 

. . ............................... 

SEKRETARJS KETUA 

PANlTIA PENGISIAN PERANGKAT DESA .. 
KECAMATAN KABUPATEN JEPARA 

•• • • • • • ' •••••• 1• •• ' •••••••••••••••••••• 

•j menyesuaikan ketentuan yang berlaku . 

unruk 
rangkap 

yang sarna, 
dalam 

hukum 

D 
Demikian Serita Acara ini dibuat 

( ) yang memiliki kekuatan 
dipergunakat1 sebagairnana mestinya. 

NO. NAMACALON 
UJ1AN UJIAN UJIAN JUMLAH NlLAl 
TIJLIS PRAKTEK*I WAWANCARA•l 

l. .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. . . . . ........ 
2. . ........................... .. ...... 
3. o • • o oo • ,o o o o' o' I•• o' oo Io o o o. 

,._., ..... 
4. OOHoo,o••••••••·••••H••••• 

........ 
5. Ost. ........ 

I. Ujian penyarlngan Calon Porangkat Desa Kecamatan .. telah 
diselanggarakan mulai pukul W1B den berakhir pada pukul WlB; 

2. Pelaksanaan ujian penyaringan telah berlangsung dcngan lancar. aman dan tidak ada 
pcrrnasalahan yang terjadi; 

3. Ujian pcnyaringan diikuti oleh ( ) Calon Perangkat Desa; 
4. Adapun hasil ujian penyaringan Calon Perangkal Desa, sebagai berikut : 

Pada hari ini .. ranggal .. . bulan tahun .. 
berternpat di , Kami Panitia Pengisian Perangkat Desa Kecamatan 
................... Kabupaten Jepara, telah melaksanakan ujian penyaringan Calon Perangkat 
Desa Kecametan Kabupaten Jepara, men.yatakan dengan sungguh-sungguh 
bahwa: 

BERITA ACARA HASIL PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA . 
KECAMATAN l<ABUPATEN JEPARA 

KOP PANITIA PENGISlAN PERANGKAT DESA 

CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL PENYAR!NGAN CALON PERANGKATDESA 
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